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POSO, MERCUSUAR- Poso City Mall (PGM) yang
resmi beroperasi mulai Senin, 19 Oktober 2016, kin
mendapat sorotan DPRD Kabupaten Poso yang mem.-
pertanyakan pungutan reifibusi parkir kendaraan yang
elah beriangsung selama dua bulan sebelum pembu-
kean Poso City Mall

Anggota DPRD Poso Muhaimin Yunus Tiadi kepada
wartawan di Poso, Jumat (21/10/2016), mengatakan
pungutan retribusi parkir di PCM seharusnya sudan
dikenai pajak. Hal itu menurutnya sesuai dengan UL
DLLAIR, UU No57 dan Perda serta Perbub Poso, namun
sampai saat ini pihak PCM tidak memberikan pajak
tersebut ke daerah,  *

Dirinya mengklaim pihak Pemda Poso sangat lemah
datam menyingkapi pajak di PCM, akibatnya pemerintah.
dacreh telah dirugikan oleh PC.

Menuru dia, seharusnye pibak PCM tidek melaku-
Kan pungutan parkir kendaraan sebab pungutan yang
telah dilakuken secara otomatis dikenai aturan pajak
ke dacrah.

"Ada dalam UU dan Peraturan Bupati, mall itu sudah
dikenai pajak retribusi kendaraan sebab sudah berjalan
retsibusi parkir kendaraan sejak dua bulan sebelum mall
dibuka secara resmi. Namun sampai saat ni tidak ada
pajak yang disetor ke Pemda Poso,” tutur Muhaimin.

Dia katakan, dalam aturan Perda dan Perbub
Kabupaten Poso, pembagian pajak terscbut sebesar
70 persen untuk pihak lain dan 30 persen masuk kas
Pemda Poso.

Kepela Dinas Pendapatan Kabupaten Poso Okto
Lembang yang dikonfimasi terpisah mengakui belum
ada penagihan pajak, sebab masih akan berkoordinasi
dengan instans; terkait, DPRD Poso dan pihek {penge.
Tola PCM

Menurutnya, pembagian pajak 70:30 persen ta belum.
diterima oleh pihak PCM dengan alasan jike perband.
ingan dengan mall Palu hanya berkisar 15 persen untuk
pihiak Pemkot Palu.

Kontribusi ke Pernda Poso sebesar 30 persen sangat
memberatkan PCM dengan melihat biaya pembuatan
okasi parkir yang ongkos penimbunannya saja scbesar
Rp300juta.

“Iya, Kami saat ini masih akan berkoordinasi dul
dengan sejumlah instans terkait dan DPRD Poso dan
kan memanggil pihak PV tutur Okio.

Diz menambahkan bahwa penagihan pajak di mall
sesuai dengan Perda Nomor 15 tzhun 2011 i, bukan
sujaterkai retribusi parkiran, namun masih banyek yang
akan dikenai pajak di dalam mall terscbut, axt





